
PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 

NUSA TENGGARA TIMOR 

NOMOR 4 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR, 

Menimbang : a. bahvva sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya Undaiig-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, jo Peraturan Temerintah Nomor 20 Tahun 
1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu untuk 
melaksanakan pemungutan retribusi sebagai salah satu 

i sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) ; 
> 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang 
luas, nyata dan ber tanggung jawab, maka perlu mengatur 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur; 

c. bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang per lu 
menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olah Raga. 

I^engingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
j Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ; 

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655) ; 



2 
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2104) ; 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037) ; 

5. Undang-undang Nomor S Tahun 1981 tentang I lukum Acara 
Fiuana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 7 5 , ia iubahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ; 

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
y (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ; 
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Fembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4 3 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ; 

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang 
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang 
Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) ; 

12. Feraluran Femerinlah Nomor 67 Tahun 1996 lenlaiig 
y Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3658) ; 

1 > 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3692) ; 

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 
tentang Pedoman dalam melakukan kebijaksanaan 
Pemerintah dalam membina pengembangan kepariwisataan 
Nasional; 

15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor KM.292/Phb~79 dan Nomor 2 0 8 
Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1979; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 
Ferubahan; 

17. Keputusan A^enteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
y tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ; 
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah 
Tingkat I dan Daerah Tingkat I I ; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 
tentang Komponen Penetapan Tarif Retr ibusi ; 

Dengan Persetujaan Dewan Pervakiian Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Nasa Tenggara Timor 

M E M U T U S K A N 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 

TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 
DAN OLAH RAGA. 

BAB i 

KETENTUAN UMUM 

Pasaf 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3692) ; 

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 
tentang Pedoman dalam melakukan kebijaksanaan 
Pemerintah dalam membina pengembangan kepariwisataan 
Nasional; 

15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor KM.292/Phb-79 dan Nomor 2 0 8 
Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1979; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 
Ferubahan; 

17. Keputusan A/tenteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
J tentang Pedoman Tata Cara Femungutan Retribusi Daerah ; 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Femeriksaan dibidang Retribusi Daerah ; 
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah 
Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 
tentang Komponen Penetapan Tarif Retr ibusi ; 

Dengan Persetajaan Devran Pervakiian Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Nasa Tenggara Timor 

M E M U T U S K A N 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 

TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 
DAN OLAH RAGA. 

BAB ! 

KETENTUAN UMUM 

Pasei t 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 



b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur ; 

c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara 
Timur; 

d. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
remerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah 
raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

f. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi un tuk 
melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhi tungan 
dan pembayaran retribusi yang terutang menuru l Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah; 

g. Sural Ketelapan Relribusi Daerah yang selanjutnya disingkal SKRD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

BAB ii 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasai 2 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi 
sebagai pembayaran alas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga. 

Pawl 3 

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas : 
a. Tempat Rekreasi mel iput i : Kolam Renang, Taman Rekreasi, Taman Satwa, 

Karaoke, Diskotik, Panggung Serba Guna, Rumah Makan / Restoran, 
Kios, A4CK; 

b . Tempat Olah Raga meliputi : Lapangan Voli Pantai, Lapangan Tenis, 
Lapangan Bulutangkis. 

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi 
dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. 

Pataf 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang m e n g g u n a k a n / 
menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga. 

IX 



BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI DAN tfllAYAK PEMUNGUTAN 

Pasal 5 

Retribtisi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
Usaha. 

P « a !6 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan 
penyediaan tempat rekreasi dan olah raga diberikan, disertai bukti pungutan . 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasai 7 

Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat rekreasi dan olah raga ditentukan 
berdasarkan luas, jumlah, jenis usaha dan jangka waktu pemakaian. 

BAB V 

PRINSiP, SASARAN DALAM PENETAPAN 
STROKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasai 8 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas 
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan 
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara 
efisien dan berorienlasi pada liarga pasar. 

SAB VI 

STRUKTUK DAN BESARNYA TA.xiF 

Passf 9 

(1) Struktur tarif digolmv '-.an I rrdasarkari jeni.s, jumlah , fasilitas, lokasi, dan 
j a n g k a w a K t u pemakaian. 

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di 
Daerah tersebut. 



(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut 
6 

Jenis 
Pe/ayanan 

Objek 
Retribusi 

Pengguna 

iiiiliiiiiii i l i i l l i i l l l i l l l 

Tempat 
Rekreasi 

- Mastik Gerbang - Anak-Anak 
- Dawasa 
- Roda empat 
- Roda daa 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

500/orang 
1 .OGO/orang 

500/anit 
300/onit 

- Kolam Renang - Anak-Anak 
- Devasa 

Rp. 
Rp. 

f .OOO/oreng 

2.000/orang 

• Taman Rekreasi - Anak-Anak 
- Dewasa 

Rp. 
Rp. 

500/orang 

I.OOO/Orang 

- Taman Satwa - Anak-Anak 
- Dewasa 

Rp. 
Rp. 

500/orang 
I.OOO/orang 

- Karaoke - Anak-Anak 
- Dewa$a 

Rp. 
Rp. 

1 .OOO/orang 
2.500/orang 

- Diskotik Dewasa Rp. 2.500/orang 

- Panggang Serbs Gtina - Anak-Anak 
- Dewasa 

Rp. 
Rp. 

500/orang 
1 .OOO/orang 

- Remah Makan/ 
Restoran 

Rp. 10O.OOO/bolan 

• Klos 
i 

25,000/bafar? \ 

- Anak-Anak 
- Dewasa 

Rp. 
Rp. 

1OO/ohwg 
200/orang 

Tempat 
Oi'an Raga 

- Lapangan Voii Pantai 

- Lapangan Tents 

Rp. 

Rp. 

10. OOO/grap 

5.000/grap/game/Lapangan 

- Lapangan 
Bii.'aisngkis 

Rp. 2.500/grap/game/Lapangan 

1/ 



BAB VI! 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Paul 10 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat dtetapkamiya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

BAB Vlii 

SURAT PENDAFTARAN 

Paul 11 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau 
kuasanya. 

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (I) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB IX 

PENETAPAN RETRIBUSI 

Petai 12 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilelapkan 
oleh Kepala Daerah. 

BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pssal 13 

(1) Femungulan retribusi lidak dapal diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 



BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus 'di lunasi sekaligus. 
(2) Tala cara pembayaran, penyeloran, tempat pembayaran retr ibusi dialur 

dengan Keputusan Kepala Daerah. 

BAB XII 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Petal 15 

(1) Kepala Daerah dapal memberikan pengurangan , ker inganan dan 
pembebasan retribusi. 

(2) Femberian pengurangan , ker inganan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini antara lain pada saat masa 
l iburan sekolah. 

(3) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Petal 16 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibamiya sesuai Tasal 2 dan 
Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah 
ttiarrcam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 
BAB XIV 

PENYIDIKAN 

Petal 17 

(1) Pejabat Tegawai Negeri Sipil tertentu di l ingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik un tuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah : 
a. menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 
agar keterangan atau laporan tersebul menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbualan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminla keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi alau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku , calalan-calalan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; 

e. melakukan penggeledahan unluk mendapalkan bahan bukli 
pembukuan , pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug as 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada Huruf e ayat i n i ; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j . menghentikan penyidikan ; 
k. melakukan t indakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menuru t hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini member i tahu-kan 
dimuiainya penyidikan dan menyampaikan hasii penyidikannya kepada 
renun tu t Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Dengan berlakunya Feraluran Daerah ini, maka Feraluran Daerah Fropinsi 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1993 tentang Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Petal 18 
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P«*tf 19 

Hal-hal yang helvm cukiip d i a t w dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Daerah separnang mengenai pelaksanaarmya. 

Fatal 20 

Peraturan Daerah ini rtuilai berlaku pada tanggal diutidangkan. 
Agar supaya sctiap orang dapat mcn&clahuinya, memerii i tahkan pcngundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Knpang 
pada tanggal 2,6 Maret 1993 

dengan Keputusan Nomor 
Tanggal... 

Diundaiigkan dalam 
Lembaran L^aerah Propinsi 

Daerah Tingkat i Nusa Tenggara Timur 
Nomor : Tanggal Seri B 

ummm •/.IAYAH/PAERAH 

IfNMNA IJTAMA 
•HP. 6200050% 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKATI 

NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

Dalam rangka menggali dan meningkatkan Feiidapatan Asli Daerah 
Sendiri (PADS) dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang 
luas, nyata dan bertanggungjawab, maka seluruh sektor pajak dan retribusi 
yang telali diserahkan kepada Daerah, perlu didayagunakan secara optimal. 

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan jenis-
jcnis Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur dalam pera turan dimaksud. 

Bahwa tempat rekreasi dan olah raga merupakan salah satu peluang 
pencrimaan Daerah, karcna pcrmintaan masyarakat scmakin mcningkat 
sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan akan kesehatan baik kesehatan 
jasmani maupun rohani . 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu meiietapkan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olah raga. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s /d 3 : Cukupjelas . 
Pasal 4 ; Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Orgamsasi yang 
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Badan Usaha Tetap 
serta Bentuk Badan Usaha Lainnya. 

I P P U I P I A C A U (IUJIU 
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Pasal 5 s / d 8 
Pasal 9 
AyatXD 
Ayat (2) 
Ayat (3) 

Pasal 10 
Pasal 11 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Ayat (3) 
Pasal 12 s /d 16 
Pasal 17 
Ayat (1) 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Yang dimaksud dengan : 

- Anak-anak; adalah mereka yang berusia 0 s / d 16 
tahun. 

- Dewasa; adalah mereka yang berasia 17 tahun keatas. 
- Grup; adalah sekumpulan orang (lebih dari satu) baik 

dewasa maupun anak-anak yang mempunyai tujuan 
yang sama yang menggunakan jasa pelayanan tempat 
rekreasi dan olah raga-

: Cukup jelas. 

: Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menuru t Peraturan Perunda.ng-unda.ngan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 

: Fenyidik di bidang retribusi adalah Pcjabat Pegawai 
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan 
Peraturan re rundang-undangan yang berlaku. 
Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dilaksanakan 
menuru t ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
pera turan pelaksanaannya. 
Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian t indakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjtitnya disebut 
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang t indak pidana dibidang 
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
lersangkanya. 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas 

http://Perunda.ng-unda.ngan

